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KATA PENGANTAR

uji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan

rahmat dan KaruniaNya sehingga Penyusunan Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instinsi Pemerintah (LKIP) 2018 Dinas

Komunikasi dan Infromatika Kota Bima dapat di selesaikan dengan baik.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

merupakan suatu laporan yang akan digunakan untuk mengetahui sejauh

mana kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan

dan mengevaluasi kegiatan yang telah direncanakan selama 1 Tahun

Anggaran berjalan. Menyadari hal itu maka penyusunannya senantiasa

melibatkan setiap level organisasi/bidang yang ada dan hasilnya telah

disosialisasikan kepada masing-masing bidang sebagai penanggung jawab

dari kegiatan yang ada maupun unsur organisasi lainnya guna mendapat

masukan agar keberhasilan dalam penyusunan laporan akuntabilitas

kineda instansi pemerintah pada Tahun 2018 dapat dicapai secara

maksimal.

Dalam kesempatan ini tidak lupa kami menyampaikan ucapan

banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu sehingga

penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah Tahun 201g

ini dapat disusun dengan baik.

Saran dan masukan dari berbagai pihak sangat kami harapkan
guna penyempurnaan penyusunan LKIp Tahun 2019 Dinas Komunikasi

dan Informatika Kota Bima di masa mendatang.
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BAB

1.1. LATAR BEI.AKANG

Dalam rangka mewujudkan pemerintah yang berdayaguna, berhasil

guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden

No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah

(SAKIP). Pelaksanaan lebih lanlut didasarkan atas Peraturan Menteri

Pendayagunaan aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun

2014 tentang Petuniuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata

Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ILKIP).

Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban dan

pertanggung iawaban keberhasilan pelaksanaan visi dan misi organisasi

dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat

pertanggung jawaban secara periodik Untuk mencapai Kinerja lnstansi

Pemerintah yang baik, Diskominfo dituntut selalu melakukan pembenahan

kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta

fungsi Dinas Komunikasi dan lnformatika sebagai sub sistem dari sistem

Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakal

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Bima, capaian tujuan

dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan

visi dan misi daerah, melainkan juga sinergitas dengan tujua4 dan sasaran

yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional.

Untuk terwujudnya tata pemerintahan yang baik diperlukan

pengembangan dan penerapan sistem pertanggunglawaban yang tepat, jelas,

terukur, dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan

pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih

LXIP Din , Xomuntka.l dro ,rrforrradk Xot ,lrrlp f.hun 2Ol,
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dan bertanggungiawab, serta bebas dari korupsi kolusi dan nepotisme.

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang

penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi kolusi dan

nepotisme, maka di terbitkan Perpres Nomor 29 tahun 201.4 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam salah satu pasal dalam

undang-undang tersebut menyatakan bahwa azas-azas umum

penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, azas tertib

penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas

proporsionalitas, profesionalitas, serta akuntabilitas. Azas akuntabilitas

adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara

harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai

pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

LKIP Diskominfo Kota Bima Tahun 2018 dimaksudkan sebagai

perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari

pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama

dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1.2 Tugas dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Walikota Bima Nomor 51 Tahun 2016

tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta tata

kerja Dinas Komunikasi dan lnformatika bahwa untuk melaksanakan

ketentuan pasal 4 peraturan daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016

tentang pembentukan dan susunan peragkat daerah kota bima,

Tugas :

Membantu Kepala Daerah dalam hal kebiiakan, koordinasi,

perencanaan, pelaksanaan serta monitoring evaluasi dan pelaporan

urusan pemerintah daerah di bidang komunikasi dan desiminasi

informatika, pengelolaan teknologi informatika dan komunikasi ITIKJ

dan persandian serta tugas pembantuan.

1.2, Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

LN|P Dinat Xomunikasi d.r, hrlorrrEtika Kota ,ima Tahun 2O1O r



Fungsi :

a) Pengoordinasian Pembinaan dan Penyelenggaraan Keterbukaan

lnformasi Publik bagi badan-badan publik instansi Pemerintah

Daerah;

b) Pengoordinasian Strategi Pengembangan Pemerintahan berbasis

elektronik (e-Goverment), Smart City dan GCIO (Goverment

Chief Information Office) di Lingkungan Pemerintah Kota Bima;

c) Pengoordinasian pembangunan jaringan

komunikasi/telekomunikasi dan pengamanan akses informasi

guna menfasilitasi hubungan komunikasi antara SKPD Lingkup

Pemerintah Daerah.

d) Pengoordinasian dan pembinaan penyelenggaraan Program

Pelayanan administrasi perijinan di bidang Komunikasi dan

Desiminasi Informatika, Pengelolaan Teknologi Informatika dan

Komunikasi (TIK) dan Persandian serta tugas pembantuan;

e) Penyelenggaraan tugas pembantuan di Bidang Komunikasi dan

Desiminasi Informatika, Pengelolaan Teknologi Informatika dan

Komunikasi (TIK) dan Persandian serta tugas pembantuan;

f) Pengoordinasian pembinaan SDM dalam Bidang Komunikasi dan

Desiminasi lnformatika, Pengelolaan Teknologi Informatika dan

Komunikasi (TIKJ dan Persandian serta tugas pembantuan);

g) Pengoordinasian dan pembinaan Penyelenggaraan Persandian

dan Pengamanan Informasi serta sistem Informasi Pemerintah

Daerah;

h) Sebagai ketua harian PPID dan mengoordinasikan pembinaan

PPID di lingkungan [nstansi Pemerintah Daerah;

i) Penyelenggara pusat data terintegrasi lingkup Pemerintah

Daerah dan infrastruktur pendukungnya.

j) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait

dengan tugas dan Fungsinya

Setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan,

baik secara langsung maupun secara intermediasi institusi legitimasi

LK|P Din.c Kornurri*r.i drn lnlorrrrraik Xota RirrE Tahur,2O1, tr





yang mewakili kepentingannya. Partisipasi seperti ini dibangun atas

dasar keabsahan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara

konstruktif.

Nilai yang terkandung dari pengertian serta karakteristik good

governance tersebut diatas merupakan nilai-nilai yang universal

sifatnya dan sesuai dengan cita-cita perjuangan bangsa Indonesia

sebagaimana, karena itu diperlukan pengembangan dan penerapan

sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung

secara berdaya guna dan berhasil guna. Kondisi semacam ini perlu

adanya akuntabilitas dan tersedianya akses yang sama pada informasi

bagi masyarakat luas. Hal ini merupakan fondasi legitimasi dalam

sistem demokrasi, mengingat prosedur dan metode pembuatan

keputusan harus transparan agar supaya memungkinkan teriadinya

partisipasi efektif. Kondisi semacam ini mensyaratkan bagi siapa saja

yang terlibat dalam pembuatan keputusan, baik itu pemerintah, sektor

swasta maupun masyarakat, harus bertanggung jawab kepada publik

serta kepada institusi stakeholderc. Disamping itu, institusi govemance

harus efisien dan efektif dalam melaksanakan fungsi-fungsinya,

responsif terhadap kebutuhan masyarakat, memberikan fasilitas dan

peluang ketimbang melakukan kontrol serta melaksanakan peraturan

perundang-undanganan yang berlaku.

Sebagai lembaga pemerintah, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota

Bima dituntut untuk dapat mewujudkan Smart City dan E-Governance

atau Kepemerintahan yang bork Pengertian Kepemerintahan yang baik

(good governance), dapat diidentifi kasi dengan indikator-indikator yang

terkandung didalamnya. UNDP (LAN; 2000) mengajukan karakteristik

good governance, sebagai berikut :

I Participation ,' Setiap warga negara mempunyai suara dalam

pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun secara

intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya.

Partisipasi seperti ini dibangun atas dasar keabsahan berasosiasi

dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.

5LXIP Oinrs Xomanikasi drn lnrorrratika Xot Eirn Trhun 20fi



I Rule of law i Kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa

pandang bulu, terutama hukum untuk hak azasi manusia.

'> Tmnsparonqy ; Transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus

informasi, Proses-proses, lembaga dan informasi yang secara

langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan.

L Responsive; Lembaga-lembaga dan proses-proses harus mencoba

untuk melayani setiap stake holders.

'P Consensus Orientation ; Good governance menjadi perantara

kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi

kepentingan yang lebih luas, baik dalam kebijakan-kebijakan

maupun prosedur-prosedur,

Y Equity ; Semua warga negara, baik laki-laki maupun perempuan

mempunyai kesempatan untuk meningkatkan atau menjaga

keseiahteraan mereka.

> Effectiveness and effeciency ; Proses-proses dan lembaga-lembaga

menghasilkan sesuai dengan apa yang telah digariskan dengan

menggunakan sumber-sumber yang tersedia sebaik mungkin.

Y Acauntability I Para pembuat keputusan dalam pemerintahan,

sektor swasta dan masyarakat (civil society) bertanggung jawab

kepada publik da n lembaga-le mb aga sta ke holders. Akuntabilitas

ini tergantung pada organisasi dan sifat keputusan yang dibua!

apakah keputusan tersebut untuk kepentingan internal atau

eksternal organisasi,

Strategic vision ; Para pemimpin dan publik harus mempunyai

perspektif good govemance dan pengembangan yang luas dan jauh

kedepan sejalan dengan apa yang diperlukan untuk pembangunan

semacam lnl

1.2.2 Struktur Organisasi

Untuk dapat menjalankan tugas dan fungsi yang dibebankan

tersebut, Dinas Komunikasi dan lnformatika Kota Bima mempunyai

SBuktur Organisasi sesuai dengan Peraturan Walikota Bima Nomor 51

LX/P Oinas Xomunikasl da,, lnrorrrr.titrt t(ota ,ima Tahun 2ole iE



Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan ufrrgsi

serta tata kerja Dinas Komunikasi dan informatika :

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMI.JNIKASI DAN INFORMATIKA

KOTABIMA

I-
7L|OP lrlna, Xomurrik ri dan trrlorrrptik Xot EirrE f.hur, 2O7t

KEPALA DINAS

Sub.Bagian Umun dan
Kepegawaian

Sub.Bagian Perencanaan
dan Keuangan

Bidang pengelolaan
Telmologi Informaai

dan Komunikasi

Bidang Komunikasi dan
Desiminaai In{ormaai Bidarc Persandian

Sekd Aplikaei TIK Seksi ?ata Kelola
Persandian

Seksi Pengelolaan dan
Dokumentasi
Informasi

Seksi Infraskuktur Ifi Sekei Operasional
Pengamanan PersandianSekoi Kelembagaan

Media Masga

Selsi Peningkatan
Kualitas SDM

Sekei Tata Kelola

Informasi
Seksi Pengawasan dan
Evaluasi Persandian

Unit pelaksanan Teknis



Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan

lnformatika Kota Bima sesuai struktur organisasi yang ditetapkan,

didukung dengan iumlah pegawai yang cukup memadai yaitu 36

personil dengan tingkat pendidikan :

1. S-2 : 4orang

2. S-1 : 1.7 orang

3. D-3 /Sarmud :0 orang

4. SLTA :6 orang

Sehingga dilihat dari tingkat pendidikan personil akan sangat signifikan

dalam menunjang kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas

Komunikasi dan Informatika. Adapun komposisi pegawai dengan strata

pendidikan, tergambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 1.

Keadaan Personil

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bima

( Desember 2017 )

NO. ESELON
GOLoNGAN (Orang) STRATA PENDIDIKAN

Iv Ill II I SLTA DIII s-1 s-2

1. II 1 1

2. III 3 1 ) 2

5. IV 11 4 5 2

5 Staf 9 2 2 9

JUMLAH 4 2t .)
6 77 4

Sesuai dengan struktur organisasi, jumlah eselon pada

Komunikasi dan Informatika Kota Bima adalah sebagai berikut :

- Eselon II/b : l jabatan

- Eselon III/a : l jabatan

- Eselon III/b : 3 jabatan

Dinas

I

I

4. 
I 
Funesional 

I

I
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- Eselon lV/a : 11 iabatan

Gambaran rcntang jabatan/eselon dan personilnya

;;;;;r"" tapat dilihatdalam tabel berikut:

Tabel .2.

sDM Berdasarkan Eselonisast

berdasarkan

1.3. Isu Startegis dan Permasalahan yang Dihadapi

Pemerintah daerah dituntut untuk tanggap terhadap akan

kebutuhan warganya. Oleh karena itu sebagai Dinas yang

membawahi urusan komunikasi, dan media, dan teknologi,

Diskominfo Kota Bima dituntut untuk peka terhadap isu-isu

strategis yang berkaitan dengan tupoksi Dinas. Beberapa isu sudah

dirumuskan di dalam Renstra 2017-2018, namun seiiring perjalanan

dan perkembangan, terutama teknologi media digital, isu-isu ini

berkembang dan sudah menjadi bagian dari kebutuhan warga Kota

Bima. Isu-isu strategis Dinas Komunikasi dan Informatika adalah:

Koordinasi dan kefasama pengembangan dan pendayagunaan

prasarana dan sarana komunikasi dan informatika secara terpadu

Integritas dan kemampuan SDM dalam pengembangan kualitas dan

kuantitas komunikasi dan informasi.

Lr(lP Oira6 Xomurrikari dan lnlorn,tika Xota tlrrg i.hun 2O1t

ESELON

ll-atr-blll-aill-bIV-arv-bGOL./RUANGNO.

1lVc
11IVb2

1IVaJ

15IIId

ll Ic5

IIIb

71 11 JJUMLAH

i1.

14.
l8

I6
I

II

I

9



) Sinkronisasi komunikasi dan informasi penyelenggaraan Pemerintah

Daerah.

i Simplikasi mekanisme dan prosedur komunikasi dan informasi

penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

i Mewujudkan Bima Smart City

10Lr(lP Dinas Xomunik ri dan lnforrrpaika Xota BinE i.t un 2ols



2.1. Perencanaan Kinerja fangka Menengah

sasaran jangka menengah Dinas Komunikasi dan lnformatika Kota Bima

beserta indikator kinerja setiap tahunnya disajikan sebagaimana berikut ini:

Tabel .1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Komunikasi dan lnformatika
Kota Bima

Sumber: Dokumen Rencana Strategis Dinas Komunikasi dah lnfomdtika Kota Bimo Tdhun 2073-2018

Prosentase SKPD yang
sudah menerapkan e-
government/aplikasi
pemerintahan yang
terintegrasi

6OVo

1. Terlaksananya
Reformasi
Birokrasi

Berkembangrya
tata kelola
pemerintahan
berbasis e-
goverment

Prosentase
Pengelolaan WeLrsite
di pemerintahan pada
Kota Bima yang aktif
dan memberikan
informasi yang Up to
Date

610/o 9Oo/o

2 Terwujudnya
Peningkatan
Kualitas
Pelayanan
I nfrastruktur
laringan

Fasilitas umum yang
memiliki Wifi Aktif

B titik 14 Titik

Prosentase layanan
pengaduan masyarakat
secara online yang
ditindak lanjuti repat
waktu

6i0/o 90o/o

3 Terwuiudnya
Peningkatan
Kualitas
Pelayana Publik

Prosentase SKPD yang
sudah melaksanakan
keterbukaan Informasi
Publik (KIPI

l00Vo 100%

L'OP Dirra. Xomunlkani d.r, lrrbrrr€tita Kob ,lrn Lhun
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100y0 l

I

Sasaran
StrategisNo. Indikator Kine4aTuiuan 2014 2017 2017 | ZOLA

Target

2016

it4



2.2. Penjelasan Indikator Kinerja Utama Tahun 2018

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bima telah menetapkan

lndikator Kinerja utama (lKU) Tahun 2018 sebagai ukuran keberhasilan

dalam mencapai sasaran stategis organisasi. Penetapan IKU ini telah

mempedomani indikator kinerja daerah pada dokumen Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPlMDl Kota Bima Tahun 2013-

2018 serta dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan

Informatika Kota Bima Tahun 2013-2018. Indikator Kineria Utama

ditetapkan dengan memilih indikator-indikator kinerja yang berfokus pada

tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bima.

Penjelasan tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan

Informatika Kota Bima Tahun 2018 sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

Tabel4. Penjelasan Indikator Kineria Utama Dinas Komunikasi dan Informa$ka Kota Bima

Prosentase SKPD yang sudah
menerapkan e-
government/aplikasi
pemerintahan yang
terintegrasi

iumlah Aplikasi/Jumlah SKPD x 100y0

Berkembangnya
tata kelola
pemerintahan
berbasis e-
goverment

Prosentase Pengelolaan
websita di pemerintahan
pada Kota Bima yang aktif
dan memberikan informasi
yang Up to Date

SKPD yang memiliki Website/rumlah
SKPD x 100%

1

14 titik

Fasilitas umum yang
memiliki Wifi Aktif

2 Terwuiudnya
Peningkatan
Kualitas
Pelayanan
lnfrastrru ktur
Iaringan

lumlah yang ditangani/iumlah aduan x
LOOo

Prosentase layanan
pengaduan masyarakat
secara online yang didndak
laBiuti tepat wakb.r

jumlah SKPD yang melakukan Update
Informasi/rumlah Website SKPD x 100%

Prosentase SKPD yang sudah
melaksanakan keterbukaan
lrformasi Publik (KIP)

Terwujudnya
Peningkatan
Kualitas
Pelayana Publik

3

,(om,t rlka.r' Ao tnlorrrtli*. Xota

I

I

I

Sasaran
Strategis

I

No, Tipe
Petrielasan

Penghitungan)

.A



2.3 Rencana Kineria Tahunan

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Bima Tahun 2018 dijabarkan berdasarkan lndikator Kinerja utama

(lKU) dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan

lnformatika Kota Bima Tahun 2013-20L8 dan dokumen Rencana Kerja

IRenja) Diskominfo Tahun 2018.

Tabel5. Rencana Kinerja Tahunan (RKIJ Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bima
Tahun 2018

2.3. Penetapan Kineda Tahun 2018

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Perlanjian Kineria, Pelaporan Kineria dan Tata Cara Reviu Atas Laporan

Kinerja, Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan

penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi

yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai

dengan indikator kinerja. Melalui perianlian kinerja, terwujudlah komitmen

penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah

atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta

Prosentase SKPD yang sudah
menerapkan e-
government/aplikasi
pemerintahan yang
terintegrasi

IOOVo

Berkembangnya
tata kelola
pemerintahan
berbasis e-
goverment

Prosentase Pengelolaan
Website di pemerintahan
pada Kota Bima yang alcif
dan memberikan informasi
yang Up to Date

lOOo/o

2 Ter$,ujud nya
Peningkatan
Kualitas
Pelayanan
I nfrasfu ktur
Jaringan

Fasilitas umum yang
memiliki Wifi Aktif

14 Titik

Prosentase layanan
pengaduan masyarakat
secara online yang ditindak
laniuti tepat waktu

lOOo/o

3 Terwuiudnya
Peningkatan
Kualitas
Pelayana Publik

Prosentase SKPD yang sudah
melaksanakan keterbukaan
lnformasi Publik (KlP)

L000k
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No,
Sasaran
Strategis

Target
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sumber daya yang tersedia. Dalam hal ini, penerima amanah adalah Kepala

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bima, sedangkan pemberi amanah

adalah Walikota Bima.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan

atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcomeJ

yangseharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan

demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang

dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud

kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja ini, antara lain sebagai berikut :

a) sebagai wujud nyata komitmen antara Kepala Dinas Komunikasi dan

Informatika Kota Bima dan Walikota Bima untuk meningkatkan

integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;

b) menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kineria aparatur;

c) sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tuiuan dan

sasaran organisasi; dan

d) sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.

Perjanjian Kineria yang dimaksud dalam Laporan Kinerja ini adalah

lembar/dokumen Penetapan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota

Bima Tahun 2018 yang format penyusunannya masih mengacu pada

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birolcasi

Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan

Pelaporan Akuntabilitas Kinerla Instansi Pemerintah, sebelum berlakunya

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 53 Tahun 2014.

Penetapan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bima Tahun 2018

dijabarkan ke dalam 4 (empat) sasaran strategis dengan 8 [delapan)

indikator kinerja utama. Dalam rangka pencapaian sasaran strategis tersebut'

dirumuskan sejumlah program/ kegiatan utama dengan dukungan

penganggaran, yang dapat diielaskan sebagai berikuL

Pada Bulan Januari 2018, telah diperjaniikan 12 program utama yang

terinci ke dalam 40 kegiatan prioritas untuk mendukung pencapaian sasaran

strategis Dinas Komunikasi dan lnformatika Kota Bima; dengan iumlah

E



anggaran sebesar Rp. 5.170.000.000,00. Selanjutnya pada Bulan September

2018, dengan adanya perubahan APBD Kota Bima Tahun Anggaran 2018

dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 4.770.000.000,00.

15LKIP Dinai Xornuoikari dr,, tnlodtati*a Xota Birrr. iahur, 2O1,



3.1. Capaian Kineria Organisasi

Capaian Kineria Dinas Komunikasi dan lnformatika Kota Bima diukur

berdasarkan tingkat pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja.

Gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dilakukan dengan

pengukuran kineria yang membandingkan antara rencana kinerja dengan

realisasinya. Selanjutnya, atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan

evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran

strategis yang terkait dengan pencapaian Visi Dinas Komunikasi dan

Informatika Kota Bima.

PENCAPAIAN TUIUAN ORGANISASI

Sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Komunikasi

dart Informatika Kota Bima Tahun 2013-2O18 bahwa tujuan yang ingin

dicapai pada tahun 2018 adalah Terwujudnya Tata Kelotra Pemerintahan

yang baik yang diukur dengan penyelenggaraan pemerintahan yang

berbasis IT yang be rtujuan menerapkal e-govemment/ aplikasi
pemerintahan yang terintegrasi serta mewujudkal Peningkatan Kualitas

PeLayala Publik , pada akhir periode Renstra Dinas Komunikasi dan

Informatika 2OI3-2OI8 perlu dilakukan evaluasi untuk mengetahui

apakah tujuan yang ditetapkan tersebut tercapai atau tidak.

16LXIP Dlnat Xornurrikaii hr, trrforrrttik Xol, Einn Tahun 2ort

BAB

III
I

KINERIA



Sasaran Strategis I

Terwujudnya Tata Kelola Pemerintohan yang baik

Hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis I disaiikan

sebagaimana tabel berikut:

l abel 7. Terwuiudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik

Indikator kinerja Tahun 2018 ditetapkan berdasarkan dokumen

Rencana Strategis fRenstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bima

Tahun 2013-2018, dimana Tahun 201.8 merupakan tahun terakhir

perencanaannya. Berikut tampilan beberapa Website OPD Lingkup

Pemerintah Kota Bima yang sudah berjalan.

Tdrnpllan Lruka Wdsita Portat Pernerlrrtzh tbta Bima

o
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38 SKPD 38 SKPD lO0o/o

Prosentase SKPD yang sudah
menerapkan e-government/aplikasi
pemerintahan yang terintegrasi

38 SKPD 38 SKPD 7000k

Terwuiudnya
Tata Kelola
Pemertntahan
yang baik Prosentase Pengelolaan website di

pemerintahan pada Kota Bima yang aktif
dan memberikan informasi yang Up to
Date

14 titik 14 titik 100o/o

Terwuiudnya
Peningkatan
Kualitas
Pelayanan
I nfrastru ktu r
laringan

Fasilitas umum yang memiliki Wifi Aktif

Prosentase layanan pengaduan
masyarakat secara online yang ditindak
lanjuti tepat waktu 3B SKPD 34 SKPD 90%

Terwujudnya
Peningkatan
Kualitas
Pelayana
Publik

Prosentase SKPD yang sudah
melaksanakan keterbukaan Informasi
Publik (KIP)

1O SKPD 1O SKPD 7000/o

Dint. Xomuoi*atl d.n Xot
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Namun demikian, perbandingan realisasi kinerja sasaran strategis

antara tahun 2OL7 dan Tahun 201-8 tetap dapat dilakukan dengan

menyandingkan beberapa indikator kinerja yang saling berkaitan.

'l'rbelB. Perbandingan Realisasi Kiner.ja Diskominfo dalam Pencapaian Sasaran Strategis

Pengukuran kineria pun merupakan bagian dari proses penilaian

akuntabilitas iangka menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota

Bima. Hal ini dilakukan dengan membandingkan antara realisasi kinerja

tahun berkenan terhadap target jangka menengah yang telah ditetapkan

dalam dokumen Renstra Dinas Komunikasi dan lnformatika Kota Bima.

Dalam hal ini akan tergambar capaian target jangka menengah Diskominfo

yang terealisasi hingga Tahun 201.8.

19

Prosentase SKPD yang sudah
menerapkan e-government/aplikasi
pemerintahan yang terintegrasi

SKPD
B SKPD 21o/o

38
SKPD

38 SKPD lOOo/o

Prosentase Pengelolaan Website di
pemerintahan pada Kota Bima yang
aktif dan memberikan informasi yang
Up to Date

38
SKPD

8 SKPD 2Lo/o
38

SKPD
38 SKPD 1.00o/o

Fasilitas umum yang memiliki wifi
Aktif 12 titik B titik BOo/o 14 titik 14 titik 7000k

34 SKPD

Prosentase Iayanan pengaduan
masyarakat secara online yang
ditindak laniuti tepat waktu SKPD

B SKPD 6O o/o
3B

SKPD
9O o/o

Prosentase SKPD yang sudah
melaksanakan keterbukaan lnformasi
Publik (KIPJ

B SKPD B SKPD lOOo/o
10

SKPD
1O SKPD 1,OOo/o

Tahun 2017 Tahun 2O18

Indikator Kineria Target Realisasi
o/o

TarBet Ralisasi Vo
capaialr Capaian
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Irirel9. Realisasi Kinerja Pencapaian sasaran Strategis terhadap Target Jangka Menengah

Dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis selama Tahun 2018, Dinas

Komunikasi dan Informatika Kota Bima telah melaksanakan sejumlah

program/ kegiatan utama yang dijabarkan ke dalam 4 (empatJ kegiatan

pokok.

Tabel10. Pro$am/Kegiatan Utama yang Menun.jang Pencapaian Sasaran SFategis

Sufibef: Dokumen Penetapan Kinerja Diskominfo 2078
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Prosentase SKPD yang sudah
menerapkan e-government/aplikasi
pemerintahan yang terint€gmsi

38 SKPIJ 3B SXPD TOOo/o

Terwuiudnya
Tata Kelola
Pemerintahan
yang baik Prosentase Pengelolaan Website di

pemerintahan pada Kota Bima yang aktjf
dan memberikan informasi yang Up to
Date

38 SKPD 38 SKPD LO0o/o

Terwujudnya
Peningkatan
Kualitas
Pelayanan
I nfrastru ktur
Jaringan

Fasilitas umum yang memiliki Wifi Aktif

14 titik 14 titik 1000k

Prosentase layanan pengaduan
masyarakat secara online yang ditindak
lanjuti tepatwaktu 3B SKPD 34 SKPD 9O Vo

Terwujudnya
Peningkatan
Kualitas
Pelayana
Publik

Prosentase SKPD yang sudah
melaksanakan keterbukaan lnformasi
Publik (KIP)

1O SKPD 1O SKPD 700V0

Perumusan kebijakan/regulasi
penyelenggaraan persandian untuk
pengamanan informasi pemerintah
daerah

422.166.700,00

704.660.400,00

103.980.000,00

Terwujudnya Tata Kelola
Pemerintahan yang baik

Penyebarluasan Informasi
pembangunan Daerah

Pengembangan/Pembenahan Aplikasi
Web

Program/ Kegiatan Utama yang
m"ndrk rng P"n.apaian Sasara-n
Strategis

lumlah Anggaran
(Rpl

Sasaran Strategis

daD hrfgrrrpfifa t(ota

Sasaran
Strategis

TarBet di
Akhlr
Tahun

Perencan
aan

fangka
menengah

Reallsasi Yo Capaian



Penentuan program/ kegiatan utama yang menuniang keberhasilan

pencapaian Sasaran Strategis didasarkan pada tugas pokok dan fungsi

Diskominfo yang bertanggung iawab terhadap kebiiakan, koordinasi,

perencanaan, pelaksanaan serta monitoring evaluasi dan pelaporan urusan

pemerintah daerah di bidang komunikasi dan desiminasi informatika,

pengelolaan telmologi informatika dan komunikasi (TIK) dan persandian

serta tugas pembantuan.

'ldbel 14. Capaian Kinerja Rata-Rata Sasaran Strategis Dinas Komunikasi dan lnformatika
Kota Bima Tahun 2018

No Sasaran Strategis Capaian Kineria Rata-Rata

L Terwuiudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik

Total Capaian Kinerla Rata-Rata (o/o)

99,02 Vo

99,02 o/o

Selama Tahun 2018, telah ditetapkan sasaran strategis yang

dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bima. sasaran

strategis tersebut berhasil dicapai dengan tingkat capaian rata-rata 99.02o/o, .

Kekurangan dari hasil capaian kinerja tersebut tidak terlepas dari

beberapa faktor pendukung sehingga kegiatan tersebut berjalan kurang

efektif, antara lain : (1) kurang tersedianya sumberdaya pegawai yang cukup

dan memadai; [2) kurang tersedianya sarana dan prasarana pendukung; dan

(31 kurang tersedianya anggaran yang cukup.

3.2.1. Target dan Realisasi Belania

Selama Tahun Anggaran 2018, kegiatan pada Dinas Komunikasi dan

lnformatika Kota Bima dibiayai dengan Pagu Anggaran sebesar Rp.

6.692.769.97A,96 dan berhasil terealisasi sebesar Rp. 6.546.406.799,00 atau

sebesar 97,8L o/o. Anggaran ini terdiri dari belanja tidak langsung dan belania

langsung. Dari target belanja tidak langsung sebesar Rp. 1.922.7 69.918,96

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bima mampu merealisasikan
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sebesar Rp. 1.858.523.030,00 atau sebesar 96,660/o. Adapun terkait belanja

langsung dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 4.770.000.000,00 telah

mampu direalisasikan sebesar Rp. 4,687.883.769,00 atau sebesar 98,28 o/o.

Dengan demikian, presentase realisasi anggaran belanja Dinas Komunikasi

dan lnformatika Kota Bima terdiri dari 97,81 o/o belanja tidak langsung dan

98,28 7o belanja langsung.

Secara lebih rinci, anggaran dan realisasi keuangan Tahun Anggaran

2018 adalah sebagai berikut:

'l ahel15. Rekapitulasi Belanja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bima Tahun Anggaran
2018

3.2,2. Pengukuran Kineria Keuangan

Selama Tahun Anggaran 2018, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota

Bima melaksanakan 2 (Dua) Program Utama dan 14 (empat belas) kegiatan

Utama. Adapun hasil pengukuran kinerja keuangan terhadap pelaksanaan

program/kegiatan utama sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam

dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

'l'abel15. Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Utama yang Mendukung Pencapaian Sasaran
Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bima Tahun 2018

22

No Uraian Anggaran [Rp) Realisasi (Rp) o/o Realisasi

1

2

Belanja Tidak Langsung

Belanja Langsung

L.922.7 69 .914,96
4.770.000.000,00

1.858.523.030,00
4.687.883.769,00

96,66

94,24

lumlah 6.692_7 69.9L8,96 6.546.406.799,OO 97,47

Pelaksanaan
PPID Utama

Penyebarluasan Informasi
pembangunan Daerah

422.r66.700,00 4t9.A79.900 99,46

Pemeliharaa
n Perangkat
Aplikasi
Website

643.442,t43 96.99Pengembangan/Pembenah
an Aplikasi Web

704.660.400,00

1 Terwujudnya
Tata Kelola
Pemerintahan
yang baik

Regulasi
Pengamanan
informasi
Pemerintah

Perumusan
kebiiakan/regulasi
penyelenggaraan
persandian untuk
pengamanan informasi
pemerintah daerah

103.980.000,00 702.257.700 98,3+

lumlah
't.23t.807.r00,00 1.m5.579.783

97,95

Sasaran
Strategis

lndikator
Kineria Program/Kegiatao Utama Target(Rp.) Realisasi{Rp.) o/oNo
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Tabel di atas menunjukkan bahwa selama Tahun Anggaran 2018, pagu

anggaran pelaksanaan program/kegiatan utama pada Dinas Komunikasi dan

Informatika Kota Bima adalah sebesar Rp. 1.230.807.100,00 dan berhasil

terealisasi sebesar Rp. 1.205.579.783 atau sebesar 97,95o/o.

Selain itu, dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan

utama, Dinas Komunikasi dan Informahka Kota Bima juga menyelenggarakan

program dan kegiatan rutin sebagaimana tersaji pada tabel berikut :

Tabel 17. Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Rutin Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Bima Tahun 2018
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BAB

Laporan Akuntabilitas Kinerla Instansi Pemerintah (LKIPJ

menggambarkan penekanan pada manajemen pembangunan berbasis

kinerja dan perbaikan pelayanan publi[ dimana setiap organisasi

pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi

dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ILKIP) Dinas Komunikasi dan

Informatika Kota Bima Tahun 2018 memiliki nilai strategis karena

penyelenggaran tugas pokok dan fungsi selama Tahun 2018 merupakan

tahun pertama implementasi RPJMD Kota Bima Tahun 2013-2018 dan

Renstra Diskominfo Tahun 20 L3-2018.

Sebagai bagian penutup dari Laporan Akuntabilitas Kineria Instansi

Pemerintah ILKIP] ini dapat disimpulkan bahwa secara umum Dinas

Komunikasi dan Informatika Kota Bima telah memperlihatkan pencapaian

kinerja yang baik atas sasaran-sasaran strategisnya yang terukur melalui

indikator kinerja yang telah ditetapkan. Pencapaian ini dilaksanakan melalui

program dan kegiatan pokok maupun pendukung yang telah dilaksanakan

dengan baik selama Tahun 2018.

Sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam penetapan kineria

Tahun 2018 semuanya telah direalisasikan dengan baik kategori Berhasil

dengan rata-rata capaian indikator kinerja pada masing-masing sasaran

strategis sebesar 97,95o/o, sedangkan realisasi penyerapan anggaran

(Akuntabiilitas Keuangan) sebesar 97,90ol0.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap

beberapa indikator kinerja sasaran yang tercantum dalam dokumen
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penetapan kinerja Dinas Komunikasi dan lnformatika Kota Bima Tahun 2018

sudah terpenuhi sesuai dengan harapan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem

Komuniksi dan Infromasi pada Tahun 20L8 telah berjalan dengan baik

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja Dinas Komunikasi dan

Informatika Kota Bima yang meniadi tuiuan dari penyusunan LKIP, hasil

evaluasi capaian kinerja ini juga penting bagi Dinas Komunikasi dan

Informatika sebagai bahan dan masukan yang baik untuk memperbaiki

kinerja organisasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan di tahun-tahun

berikutnya. Berbagai permasalahan yang masih dihadapi serta upaya

pemecahan masalah yang sudah dirumuskan tidak akan terlaksana !ika tidak

ditindaklanjuti dengan baik di masa yang akan datang. Tindak lanjut yang

dimaksud adalah upaya konkret untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi

Diskominfo melalui program dan kegiatan secara konsisten dan optimal.

Dengan demikian, LKIP dapat menjadi instrumen yang efektif bagi sistem

monitoring dan evaluasi dalam rangka peningkatan kineria pemerintahan

dan perbaikan layanan publik.

Memperhatikan seiumlah permasalahan dan kekurangan dalam proses

perencanaan pembangunan yang masih dihadapi hingga saat ini merupakan

tantangan bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bima dalam upaya

untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Untuk itu, secara

umum organisasi Dinas Komunikasi dan lnformatika Kota Bima perlu

memperkuat peran kelembagaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota

Bima agar dapat menjadi organisasi pelaksana proses perencanaan

kepegawaian daerah yang lebih baik di masa yang akan datang. Berikut

adalah beberapa langkah yang dapat diupayakan diantaranya:

1. Optimalisasi mekanisme kerja dan koordinasi baik secara internal maupun

eksternal. Secara internal dapat dimulai dengan sinergitas antar bidang

dan evaluasi mekanisme keria masing-masing bidang serta penataan

koordinasi dan administrasi yang baik
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2. Optimalisasi sistem perencanaan dan pengendalian daerah yang berbasis

teknologi informasi yang telah dikembangkan sebagai upaya tersedianya

data dan informasi yang cepat, akurat dan aktual serta kualitas analisa

pembangunan untuk mendukung kualitas perencanaan dan pengendalian

pembangunan daerah.

3. Mengembangkan fungsional perencana yang telah dimiliki oleh

Diskominfo serta mendorong tumbuhnya kader-kader fungsional

perencana yang diharapkan akan dapat membawa Dinas Komunikasi dan

lnformatika Kota Bima menjadi institusi Komuniksi dan lnformasi daerah

yang kredibel dan professional. Langkah nyata yang dapat dilakukan

adalah dengan mengupayakan peningkatan dan pengembangan kualitas

dan kuantitas sumber daya aparatur perencana melalui pendidikan formal

dan jalur pelatihan.

4. Penempatan aparatur berdasarkan analisa beban kerja yang sudah

dilakukan dengan memperhatikan kemampuan masing-masing sumber

daya aparatur yang ada (right man on the right place).

Akhirnya, besar harapan kami Laporan Akuntabilitas Kinerja ILKIP)

Dinas Komunikasi dan lnformatika Kota Bima ini dapat digunakan sebagai

alat pertanggungjawaban publik yang transparan dan akuntabel serta

sebagai media evaluasi dalam melakukan pengelolaan kinerja yang lebih baik

di masa yang akan datang sehingga hasilnya diharapkan mampu

memberikan kontribusi positif bagi Pemerintah Kota Bima.

14 Januari 2019
KOMINFO

BIMA,

506 199203 1012
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